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PUTUSAN
Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Mks

SR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan
Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, alamat Desa Laburaseng, Kecamatan

Libureng, Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3
Januari 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.MKs. tanggal
3 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu
tanggal 29 Agustus 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
899/01/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama

di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
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3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4
tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri
dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) namun tidak
dikaruniai anak.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Tergugat meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah
memberikan kabar.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menemui Tergugat dengan jalan
mendatangi kampung halaman Tergugat namun Penggugat tidak pernah
bertemu dengan Tergugat

7. Bahwa Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup
bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali hidup bersama dengan
Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu
ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

10.Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan
yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukiang, Kota
Makassar, dan Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan
perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)
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3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan
salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panakkukiang, Kota Makassar, dan Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir.
Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat
mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.
Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan
pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah
dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian
penatapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi

bagian dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala
yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan
Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang

mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv
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pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum
menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo
sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat
untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-

dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 7/Pdt.G/2017/PA
Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M.
Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ar. Buddin, S.H., M.H.
dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifgah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis

Drs. Ar. Buddin, S.H., M.H. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifgah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30,000
2. ATK Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan Rp. 350,000
4. Materai Rp. 6,000
5. Redaksi Rp. 5,000

Rp. 441,000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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